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ABSTRAK :        _ bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur 

pendukung utama dalam telekomunikasi yang diselenggarakan dalam rangka 

untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; 

dan untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan 

estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu 

dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan 

menara telekomunikasi; 

 

− Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 
52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota 
Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; 
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah 
Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012; 
 

− Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan, 
peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diberi 
hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan 
tersebut, Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan penataan, 
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi 

− Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Menara, Jenis Menara, 
Perizinan Pembangunan Menara, Pembangunan Menara, Penggunaan 
Menara Bersama,Prinsip Penggunaan Menara Bersama, Asuransi Dan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Biaya, Pembongkaran, Pengawasan Dan 
Pengendalian Menara, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, 
Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. 

 
 



 

CATATAN :         _     Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

− Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2013. 

− Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 
Desember 2013 Nomor 11. 

− Penjelasan : 6 hlm 


